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Tidak Urgen,
RUU Hak dan
Kewajiban DPR

Munculnva RUU Pelaksanaan Hak dan Kewajiban DPR
dinilai tidak urgen. Ketua Baleg DPR menvartakan ridak
bisa menolak karena sudah jadi usulan sejumlah fraksi.

JAKARTA, KOMPAS — Munculnyu
Rancangan Undang- Und‘m:k‘n—
tang Pelaksannan Hak dan Ke-
wajiban DPR yang masuk ke
dalam Program Legislasi Nasio-
nul Prioritas 2022 dinila bukan
dacakan atau diselundupkan, te-
tapi sebelumnya sudih menjadi
usulan sejumlah fraksi di DR

Ketua Badan Legislasi (Baleg)
DPR - Supratman  Andi Aglas
mengatakan, Baleg DPR tidak
dapat menolak usulan RUU ter-
sehut dari anggots ataupun dari
istru karena it (RUL
Pelaksanaan Hak dan Kewajib-
an) usulan dan dianggap sesuatu
hal vang urgen, maka Baleg tidak
bisa menolak” kata Supratman,
1 (712/2021), di Jakarta

Menurut  Supratman,  sub-
stansi RULT itu akan menegaskan
kembali soal hak dan kewajiban
DPR Apa yang sudah ada di
dalam UL Majelis Permusya
waratan Rakvat, DPR. Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan
Dewan  Perwakilan - Daerah
(MD3) akan ditegaskan serta di-
detailkan kembali dalam bentuk
UL, Dengan demikian, ada ke-
seimbangan antara huk dun ke-
DPR dalam melaksana

gas-tugas di parlemen.
"RUL itu disjukan karena
ingin memberikan kepastian hak
dan kewaj anggola parlemen
dalam melakukan tugasnya,” ka-
tanya

Namun, RUU itu masih akan
dilihat dan dikaji materinga, "Jadi,
kewsjibannyva juga harus dirinei
ke depanmya sehingga bisa ada
keseimbangan antara hak dan ke-
watjiban,” ucap Supratman.

RULT itu sehelumnya diper
tanvakan urgensinva karena hak

dan kewajiban DPR telah banyak
diaturdalam UL MDE, Selain itu,
soal hak dan kewajiban DPR juga
sudah diterapkan dalam _Pera
furan Tata Tertib DPR dan ber-
bagai peraturan internal lainny
di PR,

RUU tentang Pelaksanaan Hak
thin Kewnjiban DFR sehelumnys
masuk sebagai 20 RUL vang ter-
daflar dulam Prolegnas. Priorilas
A2 bersama-revisi LU Cipta
Kerja dan perubahan kedua ter-
hacdap UL Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

Tak ada urgensi

Peneliti - Indonesian  Parlia-
mentary Center (TPC), Muham-
mad Ichsan, mengatakan, sebe-
narnyvi tidak ada urgensi dalam
penvusunan BUU tersebut, Seha-
rusnya peluksanian hak dan ke-
wajiban DPR cukup diatur dalim
peraturan internal DPR dan tidak
perlu dituangkan ke dalam UL

“Pelaksanaan hak dan kewa-
jiban itw  kan, sudah  diatur
dil dalam tatib, kode etik, dan UU
MD32. Memasukkan peraturan
lentang hak dan kewajiban DPR
ke dalam UL itu kurang tepat.
Sebaiknyva itu cukup melalui per-
aturan internal sajo, yakni per-
aturan PR, katanya,

Kesannve, menurut  Ichsan,
RUL! ini dipaksalan untuk masuk
ke dalam Prolegnas  Prioritas
2022 Padahal, dalam situas
ini, publik memerlukan L
lebih mengatasi perscalan ma-
syarakat dan peraturan mengenai
internal DPR dinilai bukan se-
suatu yang mendesulk dilukukan,

Peneliti Form appi, Lucius Ka
rus, menambahkan, masuknva

RULU Pelaksanaan Hak dar
wajiban DPR ini menunjukkan
kebingungan DPR menentukan
pr s legis Apalagi de
ngan kurang baiknya kinerja le-
gi:l;bi DI'R dua tahun terakhir

"Apa yang diatur dalam tatih
dan UU MD3 saja belum di-
internalisnsi oleh DPR dan di-
eksekusi dengan baik, sekarang
ada RUL inl Sulit dibayungkan
apa isi RULD ity karena semua
sudah diatur dalam UL MD3
dan tatib DPR,” tuturnya.

Dengan mengusulkan RUT
itu ke dalam Prolegnas Prioritas
2022 Lucius menilai DPR tidak
mengevaluasi  pengalaman  ki-
nerja legislasi vang buruk Sebab.
mercka  malah memasukkan
RUU yang tidak mendesak dan
tidak dibutuhkan oleh masya-
rakat. "Kalau seperti ini, DPR
menamboh rumit jumlsh UU
vang ada dan obyek pengatur
annva, di samping juga RUU
vang tak perlu,” ucapnyi.

Masih dikaji

Terkait skema revisi UL Cipta
Kerja dan perubahan kedua UU
No 1272011 tenlung Pembentuk-
an  Peraturan  Perundang-un
dangan, Supratman menyvatakan
musih - menunggu kajian dan
komunikasi dengan pemerintah,
Ada kemunpkinan keduanya di-
revisi se simultan atau per-
ubahan dengan menyusun ulang
UL Cipta Kerja dard aoaal
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